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GLOSARIUM 

ADB:
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank

AEC:
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community

AIFS -SPA FS:
Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN – Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan 
atau ASEAN Integrated Food Security Framework and Strategic Plan of Action

ASEAN:
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Associations of Southeast Asian Nations

ASEAN RAI:
Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, 
Pertanian, dan Kehutanan atau ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, 
Agriculture and Forestry

ASEAN-SAS:
Sistem Pertanian Berkelanjutan ASEAN atau ASEAN Sustainable Agricultural System

BERNAS:
PadiBeras Nasional Berhad (Perusahaan Beras Nasional Malaysia)

BRIA:
Better Rice Initiative in ASEAN

BULOG:
Badan Urusan Logistik

BUMN:
Badan Usaha Milik Negara

FAO:
Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization

FDI:
Investasi asing langsung

KPS:
Kemitraan pemerintah-swasta
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NFA:
Otoritas Pangan Nasional Filipina 

PPP:
Public - Private Partnerships

SSEZ:
Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville

VINAFOOD I:
Perusahaan Pangan Vietnam Utara

VINAFOOD II:
Perusahaan Pangan Vietnam Selatan
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketahanan pangan adalah sebuah isu yang mendesak di Asia Tenggara, dengan populasinya 
yang terus bertumbuh, tingginya tingkat malnutrisi, dan menurunnya produktivitas pertanian. 
Restriksi-restriksi COVID-19 kian memperburuk situasi, sehingga mengurangi ketersediaan dan 
keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat rentan. 

Organisasi regional Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN memiliki upaya untuk 
mencapai ketahanan pangan melalui Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan 
Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (ASEAN Integrated Food Security Framework dan 
Strategic Plan of Action, atau AIFS-SPA FS). Kerangka kerja yang disusun setelah krisis finansial 
tahun 2009 ini bersifat tidak mengikat (voluntary) dan bertujuan untuk mendorong produksi 
pangan berkelanjutan dengan memperbaiki infrastruktur pertanian dan mengadopsi teknologi-
teknologi baru. Kerangka kerja ini juga menyadari pentingnya partisipasi yang seimbang dari 
seluruh pemangku kepentingan dan mengakui adanya keterbatasan sumber daya sektor publik. 
Maka dari itu, AIFS-SPA FS mendorong investasi melalui kemitraan pemerintah-swasta (KPS). 

Selain mendorong keterlibatan sektor swasta di sektor agrikultur dan pangan, investasi asing 
langsung (foreign direct investment atau FDI) dapat menguntungkan para petani serta berkontribusi 
terhadap ketahanan pangan ASEAN. Secara umum, FDI di sektor pertanian telah meningkatkan 
kualitas dan kapasitas produksi pangan, akses terhadap pangan berkualitas, dan mendorong 
rantai pasok pangan yang efisien dan transparan. Kendati demikian, aliran masuk FDI ke sektor 
pertanian ASEAN mulai merosot sejak tahun 2015. Rerata aliran masuk FDI ke ASEAN sejak 
tahun 2016 hingga 2019 adalah 26,89% lebih rendah dari tahun 2015. Pada tahun 2019, sektor 
pertanian hanya menyumbang kurang dari 10% dari keseluruhan aliran masuk FDI ke ASEAN 
(ASEAN Statistics, 2021a). Sebagai perbandingan, aliran masuk FDI ke sektor manufaktur dan 
jasa keuangan dan asuransi mencapai 35% dan 32%, secara berturut-turut (Sekretariat ASEAN, 
2020b). Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga-lembaga serupa, ditambah 
dengan pembatasan-pembatasan teknis terhadap investasi, telah mengurangi daya tarik ASEAN 
bagi para investor asing. ASEAN mendapatkan skor 0,20 pada indeks pembatasan regulasi FDI 
(FDI regulatory restrictiveness index) yang dibuat oleh OECD—lebih tinggi dari rerata OECD (0,07) 
maupun rerata non-OECD (0,13), dan hal ini mengindikasikan adanya pembatasan yang relatif 
lebih banyak (OECD, 2021).

Investasi pertanian dapat menjadi berisiko dan rentan terhadap praktik-praktik seperti 
perampasan lahan dan korupsi. ASEAN telah mempersiapkan sebuah pedoman bagi para aktor 
publik dan swasta untuk memastikan investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kriteria 
investasi yang ada di dalam AIFS-SPA FS merujuk kepada kriteria investasi dalam Pedoman 
ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, Pertanian, dan 
Kehutanan (ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture, and Forestry 
atau ASEAN-RAI). Pedoman ini menggiatkan transparansi dan inklusivitas informasi bagi para 
pemangku kepentingan, termasuk petani-petani kecil dan masyarakat adat, untuk memastikan 
bahwa investasi yang dilakukan menguntungkan bagi pertanian secara berkelanjutan. 
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ASEAN seyogianya mendorong penyelarasan komitmen terhadap FDI antar negara anggotanya, 
menggalakkan partisipasi sektor swasta, dan menangani masalah dominasi BUMN dalam sektor 
pangan berbasis pertanian (agri-food) melalui AIFS-SPA FS. Peta jalan (roadmap) dan informasi 
terkait progres implementasi AIFS-SPA FS dan proyek-proyek investasi harus dapat diakses 
oleh publik atas dasar semangat prinsip transparansi dan akuntabilitas ASEAN-RAI. Melihat 
kemajuan-kemajuan dalam AIFS-SPA FS, negara-negara anggota ASEAN perlu membentuk 
sebuah forum pertukaran pengetahuan dan praktik-praktik untuk menangani kesenjangan tata 
kelola dan kapasitas, serta mendorong iklim yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta.  
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SEKILAS TENTANG KERANGKA KERJA 
KETAHANAN PANGAN TERPADU ASEAN – 
RENCANA AKSI STRATEGIS KETAHANAN PANGAN 
(AIFS-SPA FS) DAN DINAMIKA INVESTASI 
PERTANIAN DI ASEAN

Perubahan iklim dan disrupsi logistik global akibat pandemi COVID-19 telah memperburuk 
tantangan-tantangan ketahanan pangan global. Permasalahan malnutrisi yang berkepanjangan 
di Kawasan ASEAN menjadi faktor besar yang menyebabkan kawasan tersebut rentan terhadap 
berbagai tantangan ketahanan pangan dan disrupsi yang dapat terjadi pada pasokan pangan 
global. Pada anak-anak berusia lima tahun, prevalensi tengkes (stunting)1 di ASEAN tahun 2019 
mencapai 24,70%, lebih tinggi dari rerata global (21,30%). Sementara itu, prevalensi wasting2  
mencapai 8,20%, yang juga lebih tinggi dibandingkan rerata global (6,90%) (Global Nutrition 
Report, t.t.)3. Investasi dalam sektor pertanian di negara-negara anggota ASEAN merosot pada 
tahun 2020, membuat permasalahan-permasalahan tersebut menjadi kian mendesak.

Rancangan integrasi regional pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 (ASEAN 
Economic Community Blueprint 2025) meliputi sebuah agenda ketahanan pangan yang bertujuan 
untuk meningkatkan rantai nilai dan partisipasi regional dalam rantai nilai global melalui 
peningkatan efisiensi produksi pangan, perbaikan infrastruktur dan teknologi, penyesuaian 
kualitas dan keamanan pangan dengan standar-standar global, dan penggalakan investasi pada 
pertanian. Peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan Masyarakat 
Ekonomi ASEAN tersedia dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN dan Rencana 
Aksi Strategis Ketahanan Pangan (ASEAN Integrated Food Security Framework dan Strategic 
Plan of Action on Food Security, atau AIFS-SPA FS). Keberhasilan implementasinya menjadi 
hal yang penting untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menerapkan strategi untuk 
membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat dan tangguh.

AIFS-SPA FS mendorong pertumbuhan investasi untuk melindungi ketahanan pangan kawasan 
ASEAN dari disrupsi-disrupsi yang ada saat ini dan di masa mendatang. Akan tetapi, masih 
terdapat hambatan (bottlenecks) kebijakan domestik terkait investasi di negara-negara anggota 
ASEAN, yang menciptakan potensi penghambatan pertumbuhan investasi dan ekonomi regional 
(Yean, 2020; Zhou & Tan, 2020). Dalam pembahasan terkait hal ini, masih belum ada analisis yang 
mendalam untuk menentukan apakah AIFS-SPA FS dapat meningkatkan kualitas dan jumlah 
investasi pada ketahanan pangan dan membantu negara-negara anggota ASEAN menangani 
kesenjangan kebijakannya.

1 Tengkes atau Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak akibat malnutrisi, 
infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Apabila seorang anak memiliki tinggi badan menurut usianya di 
bawah minus dua standar deviasi median pertumbuhan anak WHO, ia tergolong stunted (WHO, 2015).
2 Wasting didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana berat badan anak menurut usianya berada di bawah rerata akibat 
penurunan berat badan yang cepat atau kegagalan dalam menambah berat badan (WHO, t.t.).
3 Data adalah estimasi yang disediakan oleh UNICEF/WHO/World Bank Joint Malnutrition Estimates Expanded Database.
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Ketentuan-ketentuan investasi yang ada di dalam AIFS-SPA FS masih belum cukup untuk 
membantu negara-negara anggota ASEAN mengatasi hambatan-hambatan kebijakan dan 
meningkatkan investasi pertanian yang akuntabel dan transparan. Ketentuan-ketentuan 
investasi tersebut sebaiknya diperbaiki dengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang 
terstandar, serta mendorong transparansi dan pertukaran pengetahuan untuk memfasilitasi 
investasi konstruktif guna mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan ASEAN. Diskusi dalam 
makalah ini akan menjelaskan tentang AIFS-SPA FS dan kontribusinya terhadap ketahanan 
pangan dan investasi regional, dilanjutkan dengan menganalisis kapabilitas ketentuan-ketentuan 
di dalamnya dalam mendorong investasi konstruktif dengan kesenjangan kebijakan yang ada 
sesuai dengan tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi ASEAN. 

Tinjauan Singkat AIFS-SPA FS
Pertama kali diadopsi pada tahun 2009 atas latar belakang krisis pangan 2007–2008, AIFS-SPA 
FS terdiri atas berbagai pedoman dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, untuk 
diterapkan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN demi memastikan ketahanan 

pangan serta perbaikan nutrisi dan kehidupan petani di ASEAN 
secara jangka panjang. Ketahanan pangan merupakan isu yang 
penting, dan dokumen-dokumen perencanaan ASEAN diperbarui 
setiap lima tahun agar sesuai dengan dinamika regional dan global 
terkini. Kerangka Kerja Ketahanan Terpadu ASEAN 2021-2025 
memiliki tujuh tujuan utama, yang sebagian besar sama dengan 
tujuan-tujuan Kerangka Kerja 2016-2020. Tujuan-tujuan tersebut 
adalah mendorong pasar yang kondusif bagi perdagangan input dan 
komoditas pertanian, memastikan kualitas, nutrisi, dan keamanan 
pangan, serta menjalankan bantuan pangan darurat regional 
seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves. Yang baru 
dalam Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN adalah 

prinsip-prinsip pendekatan terhadap ketahanan pangan dengan aksi-aksi untuk menghapus 
penyebab utama kelaparan dan kemiskinan, termasuk peningkatan akses terhadap pangan 
bagi semua orang secara progresif. Fokus pada penyebab utama kelaparan, kemiskinan, dan 
pandemi mendesak adanya revisi tujuan kerangka kerja agar pangan menjadi lebih terjangkau, 
khususnya saat terjadi krisis. 

Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan dibuat untuk menerapkan Kerangka Kerja Ketahanan 
Pangan Terpadu ASEAN. Rencana Aksi ini terdiri atas sembilan Langkah Strategis (Strategic 
Thrusts), yang masing-masing memiliki target hasil yang dituju, program-program aksi, dan 
lembaga-lembaga yang memimpin yang didapuk untuk mendukung implementasinya. Rencana 
Aksi Strategis ini sebaiknya merujuk kepada dokumen-dokumen ASEAN lainnya yang relevan, 
seperti Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, 
Pertanian, dan Kehutanan (ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, 
Agriculture, and Forestry atau ASEAN RAI), yang mendukung implementasi AIFS-SPA FS. 

Hasil-hasil kerja (deliverables) dan kegiatan-kegiatan dalam AIFS-SPA FA dan ASEAN RAI 
disajikan dalam Tabel 1. Langkah Strategis 5: Mendorong Investasi yang Lebih Besar di Sektor 
Pangan dan Pertanian menjadi fokus utama analisis makalah ini. 

AIFS-SPA FS terdiri atas 
berbagai pedoman dan 

rekomendasi yang tidak 
mengikat secara hukum, untuk 

diterapkan secara sukarela oleh 
negara-negara anggota ASEAN 

demi memastikan ketahanan 
pangan serta perbaikan nutrisi 
dan kehidupan petani di ASEAN 

secara jangka panjang.
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Tabel 1. 
Contoh Komponen-Komponen yang Berhubungan dengan Investasi dalam Kerangka Kerja 
Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN, Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan 2021-2025, 

dan Pedoman ASEAN untuk Mendorong Investasi yang Bertanggung Jawab di Sektor Pangan, 
Pertanian, dan Kehutanan

Dokumen

AIFS-SPA FS

ASEAN RAI

Langkah Strategis 5: 
Mendorong Investasi yang Lebih 
Besar di Sektor Pangan dan 
Pertanian

•	 Lembaga yang Memimpin: 
Negara-negara 
anggota ASEAN, Forum 
Bisnis ASEAN, Dewan 
Perdagangan ASEAN, 
Kelompok Kerja Sektoral di 
Bidang Tanaman/Koperasi 
Pertanian/Perikanan/
Ternak, Sekretariat ASEAN, 
ADB, FAO 

Pedoman 8: Menghormati 
Peraturan Hukum dan Struktur, 
Proses, dan Mekanisme 
Keluhan Tata Kelola yang 
Transparan

Pedoman 9: Menilai dan 
Mengatasi Dampak dan 
Mendorong Akuntabilitas

•	 Peta jalan untuk 
membentuk rantai 
pasok regional berbasis 
pertanian 

•	 Persiapan kajian studi 
pra-kelayakan dan 
peluang investasi 

•	 Rantai pasok regional 
berbasis pertanian dan 
pangan yang efektif 

•	 Investasi yang lebih 
besar dalam rantai 
pasok regional berbasis 
pertanian dan pangan 

•	 Investasi yang lebih 
besar di sektor 
pangan, pertanian, dan 
kehutanan

Keluaran 5.1 Penambahan 
investasi yang berkelanjutan 
dalam industri berbasis pangan 
dan pertanian  

•	 Kegiatan 5.1.1 Menyiapkan 
peta jalan untuk rantai nilai 
regional berbasis pertanian 
dan pangan yang berorientasi 
pada permintaan (demand-
oriented) yang menguntungkan 
usaha-usaha kecil dan 
menengan dan memfasilitasi 
koordinasi investasi 
berdasarkan kemitraan 
pemerintah-swasta (KPS) dan 
pemerintah-masyarakat dalam 
rantai nilai regional berbasis 
pertanian. 

•	 Kegiatan 5.1.2 Mendukung 
pembentukan rantai pasok 
regional berbasis pertanian 
dan pangan melalui KPS yang 
lebih erat. 

•	 Kegiatan 5.1.3 Mendukung 
implementasi Pedoman ASEAN 
untuk Mendorong Investasi 
yang Bertanggung Jawab di 
Sektor Pangan, Pertanian, dan 
Kehutanan.

Informasi yang relevan terkait investasi di seluruh siklus perlu 
disebar secara proaktif dengan cara yang inklusif, dapat diakses, 
dan transparan berkenaan dengan keragaman para pemangku 
kepentingan, termasuk bahasa lokal.

Penilaian dampak yang reguler, independen, dan transparan yang 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan harus tersedia dan 
dapat diakses secara publik.

Komponen/Lembaga yang 
Memimpin

Komponen

Keluaran dan Kegiatan

Poin-Poin Pertimbangan untuk Sektor Publik dan Swasta

Hasil Kerja (Deliverables)

Sumber: Sekretariat ASEAN, 2018 dan Sekretariat ASEAN, 2020a
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Akses terhadap pangan membutuhkan infrastruktur regulasi dan 
fisik yang tepat, dan ini tidak secara merata ada di seluruh negara 
anggota ASEAN. Jumlah investasi di sektor agrikultur dan pangan 
dibutuhkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan infrastruktur 
tersebut, terutama infrastruktur fisik. Langkah Strategis 5 memberi 
rekomendasi untuk menambah investasi pertanian dengan menyusun 
sebuah peta jalan menuju rantai nilai regional yang berorientasi 
pada permintaan,4 yang mendorong kolaborasi antar pemangku 
kepentingan dan pertukaran informasi waktu nyata (real-time) antar 
aktor dalam rantai nilai pasok ASEAN, serta pemanfaatan KPS untuk 
menutupi sumber daya pemerintah yang terbatas.

Kontribusi AIFS-SPA FS terhadap Investasi dalam Sektor Pangan 
Berbasis Pertanian
AIFS-SPA FS meraih pencapaian-pencapaian penting dalam menciptakan mekanisme regional 
dan memperkuat kapasitas organisasi ASEAN dalam implementasinya pada tahun 2009-2013. 
Pencapaian-pencapaian tersebut meliputi penguatan Dewan Cadangan Ketahanan Pangan 
ASEAN (ASEAN Food Security Reserve Board), pembuatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan 
ASEAN (ASEAN Food Security Information System), serta pemberlakuan respons krisis pangan 
darurat, ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve. 

Pembentukan platform-platform pertukaran informasi pangan regional yang mandiri seperti 
Dewan Cadangan Ketahanan Pangan ASEAN dan Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN 
dapat mendukung investasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan konektivitas rantai 
pasok pangan berbasis pertanian. Namun, reliabilitas dan akurasi data terkait platform-platform 
ini perlu ditingkatkan (Desker et al., 2013; Setyoko et al., 2015). 

Terdapat sedikit bukti yang menunjukkan peningkatan investasi terkini yang didasarkan oleh 
AIFS-SPA FS. Jumlah inisiatif yang dihasilkan oleh kerangka kerja ini untuk mencapai target dari 
rencana aksinya  tidak tersedia. Kendati demikian, terdapat sejumlah kemajuan dalam program-
program yang dipimpin oleh negara-negara anggota ASEAN dan kebijakan-kebijakan terkait 
investasi dalam ketahanan pangan. 

Jumlah inisiatif yang dihasilkan oleh kerangka kerja ini untuk 
mencapai target dari rencana aksinya  tidak tersedia. 

4 “Rantai nilai yang berorientasi pada permintaan (demand-oriented)” merupakan manajemen rantai pasok yang merespons 
sinyal-sinyal dari aktor-aktor dalam jejaring rantai pasok, termasuk para konsumen, petani kecil, dan sektor swasta (KPMG, 2016).

Akses terhadap pangan 
membutuhkan infrastruktur 

regulasi dan fisik yang tepat, 
dan ini tidak secara merata 

ada di seluruh negara anggota 
ASEAN. Jumlah investasi di 

sektor agrikultur dan pangan 
dibutuhkan untuk menutupi 

kekurangan-kekurangan 
infrastruktur tersebut, 

terutama infrastruktur fisik. 
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Investasi dalam Sektor Pertanian dan Pangan ASEAN
Secara umum, investasi pada ketahanan pangan dilakukan dalam sektor pertanian dan pangan, 
yang dapat berbentuk investasi domestik atau asing. Namun, makalah ini akan berfokus pada 
investasi asing langsung (foreign direct investment atau FDI). Efek-efek spillover yang positif 
dari FDI berpotensi membantu ASEAN memperkuat perekonomian dan ketahanan pangan 
regionalnya melalui penciptaan lapangan kerja dan inovasi teknologi (Jiang & Chen, 2020), yang 
keduanya dibutuhkan dalam kejatuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 

Menurut OECD (2006), investasi swasta meningkatkan kapasitas produktif suatu negara, 
membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan, dalam hal investasi 
internasional, menyebarluaskan kepakaran teknologi dan bisnis secara lokal, menyediakan 
teknologi dan pengetahuan5, serta memicu investasi domestik melalui hubungan pemasok lokal 
(OECD, 2006; Wardhani & Haryanto, 2020).

Teknologi dari FDI dapat membuat distribusi pangan menjadi lebih efisien dengan meningkatkan 
keterlacakan pangan dan transparansi dan mengendalikan arus informasi dalam rantai 
pasok (Deloitte, 2020). Efek-efek spillover seperti ini dapat meningkatkan ketahanan pangan 
secara keseluruhan melalui perbaikan kualitas dan kapasitas produksi, serta sistem logistik 
demi distribusi pangan berkualitas yang lebih efisien, bahkan di kalangan petani (Bank Dunia 
& UNCTAD, 2014). Mengurangi kesenjangan dalam akses internet di daerah pedesaan dan 
perkotaan melalui FDI merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan manfaat-manfaat dari 
efek spillover teknologi.

Meski terdapat FDI dalam sektor pertanian di ASEAN, jumlahnya masih kecil. Gambar 1 
menunjukkan bahwa, hingga tahun 2020, pertanian hanya mewakili kurang dari 10% total 
aliran masuk FDI ke kawasan ini. Sebagai perbandingan, proporsi aliran masuk FDI ke sektor 
manufaktur dan kegiatan keuangan dan asuransi mencapai 35% dan 32% dari keseluruhan FDI, 
secara berturut-turut (Sekretariat ASEAN, 2020b).

5 Penggunaan telepon seluler dan internet oleh petani membantu mereka berkomunikasi secara lebih cepat dan efisien dengan 
para pedagang, pengecer, dan sesama petani melalui grup WhatsApp (Voutier & Woo, 2021). 
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Gambar 1. 
Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian Sebagai Bagian dari Total Aliran Masuk FDI di Lima 

Negara Anggota ASEAN (Neraca Pembayaran; dalam %), 2015–2020 
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Catatan: Data aliran masuk FDI ke sektor pertanian Brunei, Kamboja, Laos, Singapura, dan Vietnam tidak tersedia. Bagian yang 
minus mengindikasikan bahwa divestasi dan pembayaran utang lebih besar dari investasi yang diterima. 

Sumber: Statistical Yearbook Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, & Thailand

Aliran masuk FDI yang rendah dapat mengakibatkan kekurangan pendanaan yang mengancam 
implementasi AIFS-SPA FS, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bergantung pada investasi 
melalui FDI. Contohnya, AIFS-SPA FS mendorong inovasi teknologi pertanian dan pembentukan 
sistem informasi digital yang kokoh di seluruh rantai pasok regional.6 FDI swasta menjadi 
penting dalam penyediaan pendanaan dan kepakaran untuk memperbaiki sistem dan membantu 
para petani mengadopsi teknologi. Karena terbatasnya sumber daya publik, lebih banyak upaya 
telah dilakukan melalui KPS yang turut melibatkan para petani kecil, investor skala kecil, dan 
masyarakat adat dalam proses mendorong investasi di sektor pertanian dan pangan guna 
mencapai tujuan integrasi ketahanan pangan secara regional di ASEAN. 

Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi ASEAN, FDI sepatutnya 
bertujuan untuk memberantas penyebab utama kelaparan dan kemiskinan, yang selaras dengan 
pendekatan yang diadopsi dalam AIFS-SPA FS. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan investasi 
perlu diatur oleh sebuah kerangka hukum yang transparan dan akuntabel (OECD, 2006), sembari 
melibatkan sektor swasta dan pemangku-pemangku kepentingan yang paling rentan terhadap 
kelaparan dan kemiskinan, seperti para petani kecil (Cornell University, IFPRI, & IISD, 2020). 

6 Kegiatan-kegiatan ini dianjurkan dalam Rencana Aksi Ketahanan Pangan di bawah Kegiatan 3.1.2 terkait pembentukan sistem 
informasi ketahanan pangan terpadu yang kokoh yang dapat mengumpulkan dan memperbarui data ketahanan pangan secara 
reguler dan memenuhi pedoman pangan nasional; Kegiatan 4.1.1 terkait diseminasi teknologi dan praktik pertanian baru di 
berbagai tahap dalam rantai nilai yang dapat diakses oleh seluruh produsen; dan kegiatan-kegiatan dalam Langkah Strategis 9 
terkait penyusunan dan penguatan program-program/kebijakan-kebijakan pangan, pertanian, dan kehutanan yang memperbaiki 
nutrisi dan pengembangan kapasitas untuk implementasi, pemantauan, dan evaluasinya.
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Center for International Private Enterprise (CIPE) juga menggarisbawahi kriteria investasi yang 
lebih disukai dan selaras dengan pedoman ASEAN untuk meningkatkan ketahanan pangan. CIPE 
mengklasifikasikan investasi ke dalam istilah investasi “konstruktif” dan “korosif”. Investasi 
konstruktif bersifat transparan dan memiliki tujuan-tujuan yang berorientasi pada pasar, baik 
pada sumber dana maupun negara tujuan. Investasi ini menghasilkan modal yang menciptakan 
efek-efek spillover pada institusi yang dituju, sehingga memicu praktik-praktik tata kelola 
yang baik. Sebaliknya, investasi korosif bersifat tidak transparan dan memiliki tujuan-tujuan 
yang didasarkan pada motif-motif politik yang tidak jelas. Modal yang dihasilkan dari investasi 
korosif kerap digunakan untuk memengaruhi pembangunan negara tujuan secara negatif, 
seperti melalui tindak korupsi (Hontz, 2019). ASEAN RAI juga menawarkan sejumlah kriteria 
penyaringan (screening) FDI dalam ketahanan pangan—Pedoman 8 dan Pedoman 9 (disajikan 
dalam Tabel 1) mendorong investasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kategori investasi konstruktif dan korosif yang dibuat oleh CIPE, bagian berikut 
ini menganalisis apakah AIFS-SPA FS telah cukup berfokus kepada kesenjangan kebijakan 
investasi di negara-negara anggota ASEAN yang dapat memengaruhi jumlah dan kualitas aliran 
FDI di sektor pertanian dan pangan.
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BERBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI 
DALAM KETAHANAN PANGAN DI ASEAN

Terdapat berbagai tantangan maupun peluang dalam prospek FDI membantu terwujudnya 
integrasi regional ASEAN. Sejumlah peluang berasal dari relokasi perusahaan-perusahaan 
manufaktur yang keluar dari Tiongkok ke wilayah Asia lainnya sebagai tanggapan terhadap 
sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dari adanya pertumbuhan 
tingkat perekonomian dan pendapatan di Tiongkok (Zhou & Tan, 2020). Tantangan-tantangan 
yang ada belakangan ini sebagian besar diakibatkan oleh efek-efek ekonomi karena pandemi 
COVID-19. 

Kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil manfaat dari peluang-peluang 
dan mengatasi tantangan-tantangan ini akan bergantung pada kapasitas lembaga-lembaga 
domestik mereka. Kapasitas kelembagaan dapat dilemahkan oleh kesenjangan tata kelola dan 
kebijakan (UNESCAP, 2020; Kim, Kim & Park, 2020).

FDI dalam sektor pertanian di negara-negara ASEAN mulai menurun sejak tahun 2015 (Gambar 
2). Secara rerata, aliran masuk FDI tahunan ke sektor pertanian ASEAN sejak 2016 hingga 2019 
adalah 26,89% lebih rendah dari rerata tahun 2015. Apabila tahun 2020 yang dilanda pandemi 
ikut dimasukkan ke dalam perhitungan, reratanya telah menurun hingga 41,50% dibandingkan 
rerata tahun 2015 (ASEAN Statistics, 2021b). 

FDI dalam sektor pertanian di negara-negara ASEAN mulai 
menurun sejak tahun 2015 (Gambar 2). Secara rerata, aliran 

masuk FDI tahunan ke sektor pertanian ASEAN sejak 2016 hingga 
2019 adalah 26,89% lebih rendah dari rerata tahun 2015. 



19

Gambar 2.
 Aliran Masuk FDI di Sektor Pertanian ASEAN Berdasarkan Negara Asal (dalam juta USD), 

2015–2020
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Sumber: ASEAN Statistics, 2021a

Data yang terpilah terkait FDI dalam sektor pertanian di setiap negara anggota ASEAN tidak 
tersedia. Namun, dalam hal aliran masuk FDI secara total, Singapura menerima proporsi 
tertinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya (Gambar 3). 

Gambar 3. 
Total Aliran Masuk FDI Bersih di Negara-Negara Anggota ASEAN Berdasarkan Negara 

Penerima (Neraca Pembayaran; dalam Juta Dolar USD), 2015–2020

-50000
2015 2016 2017 2018 2019

50000

100000

150000

200000

0

Kamboja

Brunei

Vietnam

Thailand

Singapura

Filipina

Myanmar

Malaysia

Laos

Indonesia

Catatan: nilai tukar per 13 Oktober 2021
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Data terpilah terkait FDI dalam pertanian hanya tersedia untuk Indonesia, Malaysia, Myanmar, 
Filipina, dan Thailand. FDI dalam pertanian di lima negara tersebut mewakili hanya 0,10-7,57% 
dari total aliran masuk FDI (lihat Gambar 1).

Negara-negara anggota ASEAN tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menarik 
investasi karena masih ada kesenjangan kebijakan dan tata kelola. Contohnya, meski Singapura 
sangat terbuka terhadap FDI, Thailand dan Filipina telah mengadopsi kebijakan-kebijakan 
yang menambah pembatasan-pembatasan FDI, dan Myanmar dan Kamboja tidak memiliki 
sumber daya regulasi yang cukup untuk memastikan akuntabilitas partisipasi sektor swasta. 
Kesenjangan tata kelola dan kebijakan domestik menghambat kemampuan setiap negara dalam 
memanfaatkan peluang-peluang FDI untuk pembangunan ekonomi dan integrasi regional. 

Skor indeks pembatasan regulasi FDI (FDI regulatory restrictiveness index) yang dibuat oleh OECD7  
untuk setiap negara anggota ASEAN ditunjukkan dalam Gambar 4. Singapura, yang memperoleh 
skor indeks sebesar 0,01, memimpin dalam hal keterbukaan regulasi. Sementara itu, Filipina 
(0,76), Thailand (0,60), dan Indonesia (0,38) menerapkan lingkungan regulasi yang lebih restriktif 
dari rerata ASEAN (0,20) dan rerata non-OECD (0,13) (OECD, 2021).

Gambar 4. 
Indeks Pembatasan Regulasi FDI di Sektor Pertanian negara-negara anggota ASEAN, 2020 
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Pembatasan-pembatasan keterlibatan dan investasi sektor asing menghambat potensi 
peningkatan produktivitas perekonomian secara luas (OECD, 2019). Pelonggaran regulasi 
investasi memang dapat mendorong FDI, namun tidak menyentuh seluruh faktor yang mencegah 
FDI dengan membuatnya menjadi berisiko atau tidak menguntungkan (OECD, 2003). Pembatasan-
pembatasan FDI di negara-negara anggota ASEAN sebagian besar adalah pembatasan ekuitas, 
tetapi pembatasan lainnya yang memengaruhi FDI adalah yang mengatur properti, kepemilikan

7 Indeks ini mengukur pembatasan-pembatasan regulasi, seperti pembatasan dalam mekanisme penyaringan dan perizinan, 
tenaga kerja asing, dan ekuitas asing. Skor 0,00 berarti “sangat tertutup” dan skor 1,00 berarti “sangat terbuka”.
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lahan, dan izin kerja (Zhan et al., 2015; OECD, 2018; Pasaribu et al., 2021). Kendati regulasi FDI 
di Kamboja dan Myanmar relatif terbuka, kedua negara ini memiliki sejumlah permasalahan, 
seperti korupsi dan ketidakstabilan politik, yang mencegah masuknya FDI. 

Komitmen terhadap keterbukaan FDI seyogianya dilakukan dengan mengatasi kesenjangan 
regulasi dan kebijakan serta membuat perubahan-perubahan kebijakan, seperti menghapus 
pembatasan-pembatasan kepemilikan asing dan melonggarkan kebijakan perdagangan. 
Menangani masalah monopoli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memainkan peran besar 
dalam sektor pertanian di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN juga perlu dilakukan. 
Dominasi BUMN menciptakan tantangan dalam menarik FDI pertanian, sedangkan kesenjangan 
tata kelola meningkatkan risiko dan biaya investasi. 

Dominasi peran BUMN dan lembaga-lembaga serupa di banyak negara 
anggota ASEAN di pasar internasional komoditas bahan makanan pokok, 
seperti beras, menjadi hambatan besar dalam investasi swasta dalam rantai 
pasok regional untuk komoditas-komoditas dan pangan utama (Patunru & 
Ilman, 2019; Octania, 2021). Peran BULOG di Indonesia, VINAFOOD I dan II 
di Vietnam, Otoritas Pangan Nasional (National Food Authority atau NFA) di 
Filipina, dan BERNAS di Malaysia dalam mengimpor dan mendistribusikan 
komoditas, mengelola subsidi petani, dan menentukan kuota impor 
menghambat kompetisi sektor swasta dan FDI. Dengan dominasi peran 
lembaga-lembaga ini di banyak negara anggota ASEAN, hanya ada sedikit 
diskusi yang membahas masalah-masalah yang mereka timbulkan dalam 
AIFS-SPA FS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Membuka 
sektor pertanian ASEAN kepada keterlibatan sektor swasta akan mendorong 
FDI konstruktif yang dibutuhkan untuk integrasi rantai nilai global, namun 
hanya jika kerangka kebijakan dan pedoman yang ada dapat mengelola 
risiko-risiko terkait dengan tepat. Hal ini dikaji lebih lanjut dalam diskusi 
tentang kemitraan pemerintah-swasta. 

Salah satu tujuan AIFS-SPA FS adalah untuk mengintegrasikan komoditas-komoditas bahan 
makanan pokok, seperti beras, dengan rantai pasok regional melalui keterbukaan perdagangan. 
Pencapaian tujuan ini telah terhambat oleh kebijakan-kebijakan proteksionisme yang juga 
mencegah investasi. Negara-negara anggota ASEAN terus menerapkan berbagai kebijakan non-
perdagangan untuk komoditas-komoditas bahan makanan pokok demi mencapai swasembada 
dan tujuan-tujuan kebijakan domestik lainnya (Amanta, 2021; Pasaribu, 2021). Sejumlah 
penelitian beranggapan bahwa integrasi regional dalam perdagangan komoditas pertanian dapat 
memicu investasi pertanian di negara-negara ASEAN (Kawai & Naknoi, 2015) dan meningkatkan 
partisipasi mereka dalam rantai nilai global (Verico, 2017). 

Pengecualian komoditas-komoditas bahan makanan pokok dari keterbukaan perdagangan 
menambah peran BUMN dan membatasi manfaat-manfaat yang diharapkan oleh para 
investor, akses terhadap rantai pasok lokal dan global, dan peluang-peluang pasar dan bisnis. 
Menggunakan cara ini secara terus-menerus dapat semakin meningkatkan harga komoditas-
komoditas bahan makanan pokok dalam negeri (Amanta, 2021) dan biaya integrasi regional 
untuk menggalakkan investasi. Adalah hal yang krusial bagi AIFS-SPA FS untuk mengatasi 
tantangan-tantangan ini dengan serius. 

Membuka sektor pertanian 
ASEAN kepada keterlibatan 
sektor swasta akan 
mendorong FDI konstruktif 
yang dibutuhkan untuk 
integrasi rantai nilai global, 
namun hanya jika kerangka 
kebijakan dan pedoman 
yang ada dapat mengelola 
risiko-risiko terkait dengan 
tepat. Hal ini dikaji lebih 
lanjut dalam diskusi tentang 
kemitraan pemerintah-
swasta. 
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Kemitraan Pemerintah-Swasta
Rekomendasi-rekomendasi terkait kemitraan pemerintah-swasta (KPS) yang ada di dalam 
AIFS-SPA FS merujuk kepada Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta ASEAN 
untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2017 (2017 
ASEAN Public-Private Partnership Regional Framework for Technology Development in the Food, 
Agriculture, and Forestry Sector)8. KPS bersifat kompleks, sehingga harus diatur dengan baik 
agar akuntabel dan transparan. KPS yang tidak diatur dengan baik tidak hanya menambah risiko 
bagi para investor, tetapi juga risiko investasi korosif.

Salah satu contoh KPS adalah Better Rice Initiative in ASEAN (BRIA)9 di bawah Sistem Pangan 
Berbasis Pertanian Berkelanjutan ASEAN (ASEAN Sustainable Agrifood Systems). Inisiatif ini 
bertujuan untuk membuat rantai nilai beras menjadi lebih berkelanjutan dan meningkatkan 
pendapatan pedesaan untuk memperbaiki ketahanan pangan dan nutrisi di Filipina, Thailand, 
Vietnam, dan Indonesia. BRIA menunjukkan bagaimana sektor swasta dapat memainkan 
perannya dalam mengembangkan kapasitas teknologi dengan menambah fasilitas dan pelatihan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam kasus BRIA, investasi swasta ini meningkatkan 
aktivitas-aktivitas pertanian kecil. Akan tetapi, jumlah investasi sektor swasta dalam proyek ini 
terbatas. Dari total investasi sebesar EUR 31 juta (USD 27,48 juta) untuk ASEAN-SAS, EUR 16 juta 
(USD 14,18 juta) berasal dari pemerintah federal Jerman, dan sisa EUR 15 jutanya (USD 13,29 
juta) berasal dari mitra-mitra swasta dan pemerintah. 

Sebaliknya, hasil-hasil negatif dari proyek investasi dalam Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville 
(Sihanoukville Special Economic Zone atau SSEZ) di Kamboja menjadi kisah peringatan tentang 
FDI yang dilakukan di bawah penegakan hukum yang lemah dan kesenjangan kebijakan. SSEZ 
melibatkan salah satu proyek FDI terbesar Tiongkok di Kamboja, yang menyasar sektor-sektor 
prioritas seperti infrastruktur dan industri berbasis pertanian. Meskipun proyek ini menghasilkan 
lapangan kerja dan modal baru, kesenjangan kebijakan memungkinkan adanya tindak korupsi, 
khususnya dalam pemberian izin kepada sektor swasta (ADB, 2015). Transfer pengetahuan 
dan teknologi ke perekonomian lokal juga terbatas. Teknologi yang digunakan dibeli dari luar 
Kamboja dan bisnis di dalam SSEZ tidak berinvestasi pada penelitian dan pengembangan.

Hubungan politik yang erat antara elit-elit Tiongkok yang mengoperasikan bisnis di SSEZ dengan 
pemimpin-pemimpin politik Kamboja memberi investasi Tiongkok sebuah perlindungan politik 
dari pemerintah Kamboja (CIPE, 2020), yang memperburuk permasalahan transparansi dan 
akuntabilitas serta menciptakan risiko ketidakstabilan sosial. Kasus SSEZ mengilustrasikan 
tantangan-tantangan yang dapat muncul ketika kesenjangan tata kelola ditambah dengan 
kurangnya komitmen politik terhadap transparansi dan akuntabilitas dan investasi dengan 
modal konstruktif. 

8 Kerangka kerja ini mencakup kerangka kebijakan dan organisasi untuk partisipasi swasta, pemilihan, pengembangan, dan 
investasi proyek, transparansi keterjangkauan dan anggaran, dan konektivitas infrastruktur transnasional.
9 Program ini melibatkan 124.762 petani kecil (17% perempuan), memberi pelatihan kepada 16.993 tenaga kerja pertanian, 
menghasilkan pendapatan tambahan untuk petani sebesar lebih dari USD 114 juta, dan menjalin 57 kemitraan dengan perusahaan-
perusahaan asing seperti Olam, BASF, DSM, dan asosiasi seperti CropLife International. Laporan program dapat diakses di sini: 
https://org.doa.go.th/aseancrops/wp-content/uploads/2020/07/ASEAN-SAS-AMAF9Nov17.pdf. 
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ANALISIS KETENTUAN-KETENTUAN INVESTASI 
AIFS-SPA FS DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 
ASEAN DALAM MENDORONG INVESTASI YANG 
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK 
KETAHANAN PANGAN

AIFS-SPA FS berupaya untuk mendorong penambahan investasi yang transparan dan akuntabel 
di sektor pertanian dan pangan dalam kegiatan-kegiatan di bawah Langkah Strategis 5: 
Mendorong Investasi yang Lebih Besar di Sektor Pangan dan Pertanian, yang mendukung 
implementasi pedoman-pedoman ASEAN RAI dan mekanisme tata kelola Kerangka Kerja 
Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN juga telah menunjukkan 
progres dalam menciptakan lingkungan regulasi domestik untuk investasi yang didasarkan 
pada pedoman-pedoman dan kegiatan-kegiatan dalam AIFS-SPA FS, seperti insentif dan dana hibah 
dari pemerintah Thailand untuk berbagai jenis bisnis, termasuk teknologi pertanian (agritech)10 

(Pungcharoenpong, t.t.). 

Terlepas dari upaya-upaya ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendominasi sektor 
pangan dan pertanian di sejumlah negara anggota ASEAN. Selain itu, kesenjangan tata kelola dan 
kebijakan juga masih menjadi tantangan dalam implementasi AIFS-SPA FS di sejumlah negara, 
khususnya negara-negara transisi seperti Kamboja. Hal ini memberi ruang bagi investasi korosif 
di sektor pertanian dan pangan. Kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam kerangka kerja ini 
semakin melanggengkan risiko investasi korosif dalam ketahanan pangan. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendominasi sektor pangan dan 
pertanian di sejumlah negara anggota ASEAN. Selain itu, kesenjangan tata kelola 
dan kebijakan juga masih menjadi tantangan dalam implementasi AIFS-SPA FS di 

sejumlah negara, khususnya negara-negara transisi seperti Kamboja. 

Dalam menambah investasi untuk mengembangkan rantai pasok berbasis pangan dan pertanian, 
AIFS-SPA FS mendorong keterlibatan sektor swasta melalui KPS seperti yang disebut dalam 
Kegiatan 5.1.1: Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan 
yang berorientasi pada permintaan (demand-oriented), dan 5.1.2: Mendukung pembentukan rantai 
pasok regional berbasis pertanian dan pangan melalui KPS yang lebih erat. Namun, kegiatan-
kegiatan ini tidak secara eksplisit menyebutkan dukungannya terhadap Kerangka Kerja Regional 
Kemitraan Pemerintah-Swasta atau ASEAN PPP Regional Framework for Technology Development 
in the Food, Agriculture and Forestry Sector untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, 
Pertanian, dan Kehutanan, yang mendorong tata kelola yang baik dalam implementasinya. 
Informasi terkait FDI dan KPS yang dapat diakses oleh publik, termasuk para petani kecil yang 
menjadi tumpuan pasokan pertanian ASEAN (BCSD, 2016), juga tidak disebutkan. 

10 Agritech atau teknologi pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, kualitas pangan, dan mendorong keberlanjutan 
dalam rantai nilai pangan berbasis pertanian menggunakan teknologi modern (Enterprise Singapore, t.t.). 
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Meskipun menunjukkan kesadaran akan pentingnya mendorong investasi konstruktif (OECD, 
2015), Kegiatan 5.1.1 dan 5.1.2 perlu disertai dengan tata kelola domestik yang baik untuk 
memastikan bahwa tujuan-tujuan KPS bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini terbukti benar, 
khususnya dalam menuntun negara-negara transisi di kawasan ASEAN, yang rentan terhadap 
eksploitasi aktor-aktor sektor swasta yang dapat berinvestasi menggunakan modal korosif. 

Langkah Strategis 5 juga tidak memberi penekanan pada kebutuhan akan sebuah forum 
pertukaran pengetahuan dan praktik dalam mengatasi kesenjangan kebijakan dalam 
implementasi KPS. Negara-negara anggota ASEAN dapat berpartisipasi dalam forum seperti ini 
untuk belajar dari pengalaman keberhasilan satu sama lain terkait keterlibatan sektor swasta 
yang relevan dalam konteks nasional dan lokal mereka.

Kerangka kerja ini dan dokumen lainnya yang relevan juga tidak memasukkan rekomendasi 
atau aturan-aturan yang membahas masalah dominasi BUMN. Seperti yang telah didiskusikan 
di atas, masalah dominasi BUMN dalam sistem pangan harus diatasi untuk mendorong investasi 
sektor swasta. 

AIFS-SPA FS meliputi penyusunan peta jalan untuk membentuk rantai nilai yang berorientasi 
pada permintaan dalam Kegiatan 5.1.1. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong investasi yang 
berkelanjutan dalam industri berbasis pangan dan pertanian. Peta jalan ini bertujuan untuk 
mendukung usaha-usaha kecil dan menengah dan memfasilitasi koordinasi investasi antar 
pemangku kepentingan, seperti melalui KPS. Akan tetapi, baik Kegiatan maupun Langkah 
Strategis ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kerja sama untuk mengatur dan 
menambah investasi harus mengikuti Kerangka Kerja Regional Kemitraan Pemerintah-Swasta 
ASEAN untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, 
meskipun kerangka kerja ini termasuk sebagai dokumen rujukan dalam implementasinya. Peta 
jalan ini telah ditunda hingga tahun 2025, sehingga ASEAN seyogianya mempertimbangkan 
untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi kesenjangan tata kelola domestik dan 
menyusun kebijakan yang mendorong investasi konstruktif.

ASEAN masih belum menyepakati kriteria bersama untuk menyaring investasi atau menunjukkan 
keterbukaan yang sama terhadap FDI dalam ASEAN-RAI. Semakin banyak standar yang 
diselaraskan atau diakui oleh negara-negara anggota ASEAN, yang didasari oleh kesepakatan 
yang secara jelas mengidentifikasi peran para pemangku kebijakan yang terlibat, semakin 
mudah bagi usaha-usaha untuk berinvestasi dan berdagang secara internasional dengan 
transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat (OECD, 2006). Sebuah standar bersama 
untuk menyaring dan mengevaluasi FDI di kawasan ASEAN dianjurkan untuk membantu negara-
negara anggotanya meningkatkan kualitas dan jumlah aliran masuk FDI untuk mendukung 
berbagai kegiatan dan program pertanian yang sudah ada. Contohnya, sebuah standar bersama 
diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi data dalam Sistem Informasi Ketahanan 
Pangan ASEAN. Ketiadaan standar seperti ini dalam AIFS menciptakan risiko modal korosif, 
seperti yang terlihat dalam proyek SSEZ di Kamboja.
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Masalah keragaman dalam tingkat kelonggaran kebijakan-kebijakan 
investasi tidak dibahas di dalam kerangka kerja ini, padahal hal 
tersebut dapat membuat FDI hanya mengalir ke beberapa negara yang 
memiliki iklim investasi yang lebih kondusif, serta memungkinkan 
adanya investasi korosif dalam ketahanan pangan. Menurunnya aliran 
masuk FDI pertanian yang disertai dengan semakin meningkatnya 
kebutuhan untuk memperbaiki sektor pertanian memerlukan 
komitmen dari negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan FDI 
supaya pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi dan mendorong efek 
spillover teknologi dan transfer pengetahuan. Tanpa adanya kriteria 
bersama, penyelarasan, dan kesepakatan, komitmen yang lebih kuat 
dari sejumlah negara anggota ASEAN justru dapat menciptakan 
persaingan antar negara untuk FDI, alih-alih pendekatan yang terpadu 
untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan regional melalui 
pemberantasan penyebab utama kelaparan dan kemiskinan.

Menurunnya aliran masuk 
FDI pertanian yang disertai 
dengan semakin meningkatnya 
kebutuhan untuk memperbaiki 
sektor pertanian memerlukan 
komitmen dari negara-
negara anggota ASEAN untuk 
meningkatkan FDI supaya pulih 
dari krisis ekonomi akibat 
pandemi dan mendorong efek 
spillover teknologi dan transfer 
pengetahuan. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam implementasinya, AIFS-SPA FS telah menuntun negara-negara anggota ASEAN 
dalam memastikan ketahanan pangan di ASEAN, membuat kawasan ini lebih tangguh dalam 
menghadapi krisis-krisis regional dan global. Meski demikian, negara-negara anggota ASEAN 
masih mengalami berbagai tantangan dalam hal jumlah maupun kualitas FDI akibat adanya 
pembatasan-pembatasan perdagangan dan investasi serta kesenjangan kebijakan yang 
meningkatkan risiko investasi korosif. 

Kesenjangan di dalam AIFS-SPA FS menambah kesempatan hilangnya peluang-peluang 
investasi konstruktif dan meningkatkan risiko investasi korosif, terutama ketika ada persaingan 
yang tinggi antar negara-negara ini untuk FDI. 

AIFS-SPA FS sepatutnya dilengkapi dengan sebuah peta jalan untuk mendorong lebih banyak 
partisipasi sektor swasta, termasuk penyelarasan standar-standar dalam menyaring FDI dan 
menindaklanjuti pedoman dari ASEAN RAI untuk membantu negara-negara anggota ASEAN 
menyusun kebijakan domestik yang akuntabel dan memfasilitasi investasi konstruktif dalam 
ketahanan pangan. Kebutuhan akan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan partisipasi 
sektor swasta khususnya menjadi penting karena akan menciptakan peluang-peluang untuk 
meningkatkan inklusi digital, teknologi, dan inovasi di sektor pertanian. 

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, makalah ini mengusulkan sejumlah 
rekomendasi berikut:

1.	 Memasukkan ketentuan tentang penyelarasan komitmen terhadap keterbukaan 
FDI dan standar minimum untuk menyaring FDI dalam Kegiatan 5.1.111 AIFS-SPA FS 
untuk membuka jalan bagi partisipasi sektor swasta yang lebih besar dan mengatasi 
masalah dominasi BUMN. Standar kebijakan bersama untuk memupuk transparansi dan 
akuntabilitas akan mendorong usaha-usaha dalam menyebarkan investasi di kawasan 
ASEAN, alih-alih hanya berkonsentrasi pada negara-negara dengan iklim investasi yang 
lebih baik. Hal ini perlu disertai dengan upaya untuk mengatasi masalah dominasi BUMN 
dalam sistem pangan regional dengan membagi peran yang jelas kepada sektor swasta, 
BUMN, dan sektor publik, serta mendorong lebih banyak partisipasi swasta, khususnya 
dalam meningkatkan teknologi pertanian. 

	 Penyelarasan standar-standar penyaringan FDI bisa jadi akan dihadapkan dengan 
sejumlah tantangan, karena AIFS-SPA FS bersifat tidak mengikat dan terdapat perbedaan 
kapasitas negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasi kesenjangan kebijakan. 
Pemahaman bersama tentang tantangan-tantangan domestik yang dihadapi oleh setiap 
negara sepatutnya ditumbuhkan melalui koordinasi dan kerja sama yang lebih erat,

11 Kegiatan 5.1.1: Menyiapkan peta jalan untuk rantai nilai regional berbasis pertanian dan pangan yang berorientasi pada 
permintaan.
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	 tidak hanya antar pemimpin ASEAN, tetapi juga dengan sektor swasta dan pemangku 
kepentingan lainnya yang relevan. Hal ini akan mendorong perubahan kebijakan domestik 
supaya komitmen ASEAN dapat menjadi sejalan dengan kepentingan domestik.

2.	 Membuat evaluasi ketentuan-ketentuan AIFS-SPA FS menjadi transparan dan dapat 
diakses oleh publik untuk meningkatkan kesadaran akan peta jalan dan memastikan 
keterlacakan progres. Kerangka kerja ini diperpanjang setiap lima tahun, sehingga 
memberi kesempatan yang tepat untuk melakukan evaluasi secara periodik terkait 
apakah kerangka kerja membantu kawasan Asia Tenggara bergerak menuju ketahanan 
pangan jangka panjang. Evaluasi implementasi dan keefektifan ketentuan-ketentuan 
AIFS-SPA FS harus akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh publik, karena publik 
juga merupakan salah satu pemangku kebijakan dalam ketahanan pangan. Evaluasi yang 
dapat diakses secara publik akan meningkatkan kesadaran akan informasi dan standar-
standar yang ditetapkan dalam peta jalan serta progres dan keberhasilannya. Hal ini 
akan menghasilkan diskursus publik yang memberi pemahaman tentang apa yang harus 
diperbaiki dari kerangka kerja ini dan membangun rasa memiliki, kepatuhan, dan urgensi 
untuk memastikan implementasi AIFS-SPA FS yang efektif. 

3.	 Menekankan penggunaan sebuah forum pertukaran pengetahuan dan praktik dalam 
Langkah Strategis 5 untuk mengatasi kesenjangan tata kelola dan kapasitas guna 
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi sektor swasta.  Untuk mengatasi 
masalah dominasi sektor publik dan mendorong KPS dalam investasi pertanian di 
kawasan ini, ASEAN sebaiknya memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik antar 
negara anggota ASEAN dan para pemangku kepentingan swasta. Pertukaran ini dapat 
terjadi dalam sebuah forum, seperti yang direkomendasikan oleh Kerangka Kerja Regional 
Kemitraan Pemerintah-Swasta ASEAN untuk Pengembangan Teknologi dalam Sektor 
Pangan, Pertanian, dan Kehutanan 2017. AIFS-SPA FS dapat diperbaiki dengan secara 
eksplisit menyebutkan forum pertukaran sebagai bagian dari mekanisme implementasi 
investasi di bawah Langkah Strategis 5 untuk mendorong investasi yang lebih besar di 
sektor pangan dan pertanian.  
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